
LAPORAN

2022

KINERJA

D I R E K T O R A T
P E M B E R D A Y A A N
K E L O M P O K
R E N T A N



Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini kami susun, semoga
dapat digunakan sebagai sumber informasi khususnya bagi
pihak-pihak yang berkepentingan, serta sumber referensi untuk
peningkatan kinerja di masa mendatang.

DIREKTUR,
PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya,
Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2022
dapat disusun. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban
atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta penggunaan anggaran dalam
rangka mewujudkan tata kelola kinerja organisasi yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel. Laporan Kinerja ini mencakup capaian atas target
yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan
sumber informasi untuk perbaikan serta peningkatan kinerja secara
berkelanjutan. 

Secara umum, kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
selama tahun 2022 berhasil dicapai dengan baik. Kami mengapresiasi
seluruh stakeholder yang telah bekerja sama dengan Direktorat
Pemberdayaan Kelompok Rentan. Harapan kami agar kerjasama yang
baik  ini dapat kita teruskan, dengan tujuan berkomitmen dalam
meningkatkan kualitas layanan yang lebih optimal.

KATA PENGANTAR

DEWI SUHARTINI
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RINGKASAN EKSEKUTIF

S A S A R A N  K I N E R J A  1
Keberhasilan penyaluran bantuan sosial Program sembako yang tepat
sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar



IKK 1.1

TARGET: 99%     REALISASI:  99,25    KINERJA:  100%
Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang

mendapatkan bantuan sosial tepat sasaran

IKK 1.2

TARGET: 99%     REALISASI: 99,95  KINERJA: 100%
Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang

mendapatkan bantuan sosial tepat nilai

IKK 1.3

TARGET: 99%     REALISASI:  98,39     KINERJA:  99.38%
Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang

mendapatkan bantuan sosial tepat waktu

IKK 1.4

TARGET: 99%     REALISASI:  87,76       KINERJA: 88,64%
Presentase(%) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program sembako yang

terpenuhi kebutuhan pangan dan  gizi



S A S A R A N  K I N E R J A  2
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

IKK 2.1

TARGET: 87     REALISASI:  97,99       KINERJA: 112%
 Nilai Kinerja Anggaran (SMART)


IKK 2.2
TARGET: 77     REALISASI:  N.A        KINERJA: N.A

 Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan



IKK 3.1
TARGET: 90     REALISASI:  92,26       KINERJA: 102,5%

Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat Pemberdayaan
Kelompok Rentan. 




S A S A R A N  K I N E R J A  3
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Direktorat

Pemberdayaan Kelompok Rentan

ii

Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan berdasarkan Perjanjian Kinerja
Tahun 2022 melalui 3 Sasaran Kinerja yang dapat diukur melalui 7 Indikator Kinerja

Kegiatan (IKK), sebagai berikut:



Program Sembako merupakan transformasi
program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sebelumnya program ini bertransformasi
berulang kali, dari Program Operasi Pasar

Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin
(Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera

(Rastra) dan BPNT, dengan perubahan
mekanisme penyaluran bantuan yang tidak
lagi berbentuk beras namun menjadi dana

bantuan yang disalurkan langsung ke rekening
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) . Dana ini

kemudian harus ditukarkan dengan telur dan
beras di agen yang sudah ditetapkan.



 Pada 2020, program BPNT berubah menjadi

Program Sembako. Dana bantuan yang
diberikan dalam Program Sembako sebesar
Rp.200.000,-/Keluarga/Bulan, tidak hanya

dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja,
namun juga untuk sumber karbohidrat,

protein dan vitamin lainnya seperti jagung,
daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan,

sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar
lokal.

 
 Melalui perluasan kepesertaan Program

Sembako pemerintah berupaya untuk
menurunkan beban pengeluaran rumah

tangga, khususnya untuk memenuhi
kebutuhan pangan bergizi.




P R O G R A M  P E M U L I H A N  E K O N O M I  N A S I O N A L
( P E N )
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GAMBARAN UMUM

Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan merupakan
Unit Kerja Eselon I I  yang di pimpin oleh seorang Direktur
yang berada dibawah Direktur Jenderal Pemberdayaan
Sosial di Kementerian Sosial yang berkedudukan di Jalan
Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat.

Sesuai Peraturan Menteri  Sosial No 1 Tahun 2022 tentang
Organisasi  dan Tata Kerja Kemensos, sebagai salah satu
unit eselon I I  yang baru berdir i  tahun 2022 di l ingkungan
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian
Sosial RI, Direktorat in i  memil ik i  tugas merumuskan dan
melaksanakan kebi jakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kr iter ia, maupun pemberian bimbingan
teknis dan supervis i ,  serta evaluasi  dan pelaporan di
bidang pemberdayaan kelompok rentan.

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Pemberdayaan
Kelompok Rentan melaksanakan kegiatan yang merupakan
salah satu Program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui
program bantuan sosial sembako, yang sebelumnya tugas
ini  diampu oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir
Miskin.

Tim Data
Tim Penyaluran
Tim Pendampingan dan Respon
Kasus, dan
Tim TU, Persuratan, Keuangan dan
Perencanaan

Direktorat Pemberdayaan Kelompok
Rentan dalam melaksanakan peran
untuk mendukung program Direktorat
Jenderal Pemberdayaan Sosial,
dilaksanakan melalui  4 Tim Kelompok
Kerja, yaitu:

1.
2.
3.

4.

1



Penyiapan perumusan kebijakan dibidang
pemberdayaan kelompok rentan;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan kelompok rentan;
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pemberdayaan kelompok
rentan;
Penyiapan pemberian bimbingan bimbingan teknis di
bidang pemberdayaan kelompok rentan;
Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

a.   Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan program, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis,
pemantauan dan supervisi  serta evaluasi ,  dan
pelaporan di bidang pemberdayaan kelompok rentan.

b.   Fungsi

1 .

2.

3.

4.

5.

Berdasarkan Peraturan Menteri  Sosial  Republ ik

Indonesia Nomor 1  Tahun 2022 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Sosial ,  sesuai Pasal 100 

 dan Pasal 101  Direktorat Pemberdayaan Kelompok

Rentan mempunyai tugas dan fungsi  sebagai berikut:

T U G A S
&

F U N G S I
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STRUKTUR
ORGANISASI

Pemberdayaan kelompok rentan keluarga penerima manfaat
melalui pemberian bantuan sosial  Program Sembako
Pemberdayaan kelompok rentan keluarga penerima manfaat
melalui pemberian bantuan sosial  BLT BBM (sebagai
kompensasi KPM terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak)
Pendampingan kelompok rentan keluarga penerima manfaat
melalui ragam intervensi,  seperti  monitoring dan evaluasi,
serta respon kasus

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat
Pemberdayaan Kelompok Rentan sesuai substansinya memiliki 3
output kegiatan yang meliputi:

1 .

2.

3.

Sesuai Peraturan Menteri  Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Organisasi  dan Tata Kerja Kementerian Sosial, sesuai
Pasal 100  dan Pasal 101, Direktorat Pemberdayaan Kelompok
Rentan mempunyai struktur organisasi  sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK
RENTAN
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Sumber Data: Tata Usaha Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
Desember Tahun 2022

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang
berpengaruh dalam keberhasilan kinerja di Lingkungan
Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan untuk
mencapai target sesuai Rencana Kinerja Tahun 2022 yang
telah ditetapkan.

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Sumber Daya Manusia pada Direktorat
Pemberdayaan Kelompok Rentan Tahun 2022 adalah PNS
(Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 21 orang dan PPNPN
(Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) sebanyak 17
orang.
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Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Kementerian Sosial Tahun 2020-2024, Direktorat
Pemberdayaan Kelompok Rentan menghadapi

sejumlah isu strategis, antara lain:



ISU STRATEGIS

c. Dalam hal pelaksanaan pemanfaatan
bantuan sosial sembako bagi KPM agar

menjadi optimal, diperlukan adanya
penetapan pendamping pada program

sembako.

a. Masih belum optimalnya kapasitas Sumber
Daya Manusia yakni Kompetensi SDM yang
proposional sesuai kebutuhan yang ideal
untuk meningkatkan kinerja yang efektif dan
efisien pada masing-masing kelompok kerja
agar pengelolaan kegiatan menjadi optimal

b. Penetapan regulasi terkait bantuan sosial
program sembako, seperti Perjanjian Kerja

Sama, Standar Operasional Prosedur,
Petunjuk Teknis, Petunjuk Pelaksanaan.
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S I S T E M A T I K A  P E N U L I S A N

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan
Kelompok Rentan ini disajikan dengan sistematika

penyajian sebagai berikut:

BAB I   Pendahuluan
             A. Gambaran Umum
             B. Tugas dan Fungsi
             C. Struktur Organisasi
             D. Komposisi SDM
             E. Isu Strategis
             F. Sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja
             A. Rencana Strategis
             B. Rencana Kerja
             C. Perjanjian Kinerja    
             D. Anggaran
  
BAB III Akuntabilitas Kinerja
              A. Capaian Kinerja Organisasi
              B. Capaian Kinerja Lainnya
              C. Realisasi Anggaran
              D. Analisis Efisiensi

BAB IV Penutup
              A. Kesimpulan
              B. Tindak Lanjut

Lampiran
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BAB II

PERENCANAAN
STRATEGIS

OKTOBER 2023

PREPARED FOR STUDIO SHODWE 



 RENCANA STRATEGIS




VISI

Mengacu pada visi
Kementerian Sosial dan
Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial, maka
visi dari Direktorat
Pemberdayaan Kelompok
Rentan adalah:
“Mewujudkan
pemenuhan kebutuhan
dan hak dasar keluarga
miskin dan kelompok
rentan”

MISI Mengacu pada visi
Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial,
Direktorat Pemberdayaan

Kelompok Rentan
diharapkan dapat

memberikan kontribusi dan
memberikan pelayanan

kesejahteraan sosial untuk
menurunkan kemiskinan

terhadap Keluarga Miskin
dan Kelompok Rentan,

melalui misi:



"Mengembangkan
layanan dan rujukan

terpadu dalam
perlindungan sosial dan

penanggulangan
kemiskinan"
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tujuan Direktorat jenderal Pemberdayaan sosial seperti tertuang
pada renstra direktorat pemberdayaan sosial yaitu sebagai berikut: 



“Meningkatkan keberhasilan penyaluran bantuan sosial program

sembako yang tepat sasaran, nilai dan waktu serta terpenuhinya

kebutuhan dan hak dasar"

DE LOUREIGH UNIVERSITY

T U J U A N  S T R A T E G I S
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rumusan tujuan Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
berdasarkan renstra ditjen dayasos adalah: 



1. mengurangi beban pengeluaran kpm melalui pemenuhan sebagai

kebutuhan pangan

2. memberikan gizi yang cukup dan seimbang keluarga penerima

manfaat (kpm) yang merupakan keluarga miskin dan kelompok rentan

3. meningkatkan kualitas pelayanan pemberian bantuan sembako

ketepatan sasaran, waktu dan nilai






RENCANA
KERJA

Untuk mengetahui ketercapaian tujuan dari program
pemberdayaan sosial, maka perlu pencapaian sejumlah

sasaran kegiatan yang mengambarkan kondisi yang
akan dicapai pada tahun 2022-2024. Masing-masing

program memiliki sasaran program yang
pengukurannya melalui Indikator Kinerja Kegiatan

(IKK). 



IKK ini digunakan untuk mengkonfirmasi tujuan yang
akan dicapai pada setiap tahun. Berikut adalah Rencana

Kerja Indikator dan Target Direktorat Pemberdayaan
Kelompok Rentan Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
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RENCANA KERJA
INDIKATOR DAN TARGET
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PERJANJIAN KINERJA
2022

AWAL
BULAN SEPTEMBER
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PERJANJIAN KINERJA
2022

LAMPIRAN PK AWAL
SEPTEMBER
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PERJANJIAN KINERJA
2022

PK TERAKHIR
BULAN OKTOBER
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PERJANJIAN KINERJA
2022

LAMPIRAN PK TERAKHIR
BULAN OKTOBER
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Pagu Awal :

1. Revisi OTK Lama PFM 493 M untuk
pengganti biaya distribusi PT. POS TW 1

dan TW 2
2. Revisi Realokasi dari OTK Lama

dayasos ke OTK Baru Dayasos 843 Juta
untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan

program bansos
3. Realokasi anggaran sebesar Rp 7 M

untuk penambahan alokasi tali asih
TKSK ke Direktorat Pemberdayaan

Masyarakat

Revisi BLT BBM

14 .742 . 125 .743 .000
B .  BARANG :  68 .200 .343 .000

B .  BANSOS :  14 .673 .925 .400 .000

27 .704 . 130 .743 .000
B .  BARANG :  640 .205 .343 .000

B .BANSOS :27 .063 .925 .400 .000

28 . 19 1 .006 .288 .000
B .  BARANG :  1 . 127 .080 .888 .000

B .  BANSOS :  27 .063 .925 .400 .000

Revisi DJA

Revisi DJA OTK Baru

Revisi Tambahan BLT BBM

Revisi Buka Blokir Biaya Distribusi
untuk 83 Kab/kota

Revisi DJA

28 . 19 1 .006 .288 .000
B .  BARANG :  1 . 127 .080 .888 .000

B .  BANSOS :  27 .063 .925 .400 .000

D. ANGGARAN 
KRONOLOGI ANGGARAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN

KELOMPOK RENTAN TAHUN 2022
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B A B  I I I
A K U N T A B I L I T A S

K I N E R J A



C A P A I A N  K I N E R J A
O R G A N I S A S I

SASARAN KINERJA 1

Keberhasilan penyaluran bantuan sosial program sembako

yang tepat sasaran, nilai, dan waktu serta terpenuhinya
kebutuhan dan hak dasar.

PERSENTASE (%) KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
PROGRAM SEMBAKO YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL
SEMBAKO TEPAT SASARAN

Target
Realisasi
Capaian Kinerja

99%
99,25%
100%

IKK 1.1

 yang diukur dari 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

PERSENTASE (%) KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
PROGRAM SEMBAKO YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL
TEPAT NILAI

Target
Realisasi
Capaian Kinerja

99%
99,95%
100%

IKK 1.2

PERSENTASE (%) KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
PROGRAM SEMBAKO YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL
TEPAT WAKTU

Target
Realisasi
Capaian Kinerja

99%
98,39%
99,38%

IKK 1.3

PERSENTASE (%) KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
PROGRAM SEMBAKO YANG TERPENUHI KEBUTUHAN PANGAN
DAN GIZI

Target
Realisasi
Capaian Kinerja

99%
87,76%
88,64%

IKK 1.4
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SASARAN DAN TARGET

Sasaran Program Sembako TA 2022 adalah

sebanyak 18.800.000 KPM keluarga miskin

dan rentan sosial yang terdaftar dalam DTKS

Dengan sebaran di  34 Provinsi dan 514

Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

METODE

Data KPM program sembako bersumber dari Pusat

Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Penyaluran program sembako tahun 2022

dilaksanakan bekerja sama dengan PT POS 

Pendampingan dan pemantauan program sembako

dilaksanakan oleh pendamping sosial dan dengan

Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako tahun
2022 yang sukses transaksi adalah sejumlah 18.658.193
/ 18.800.000 KPM = 99,25% dari target 

Penghitungan Realisasi = n / T x 100%

n =  Jumlah KPM Penerima Program Sembako yang mendapatkan
Bantuan Sosial Tepat Sasaran (18.658.193 KPM)

T =  Jumlah Target KPM yang mendapatkan Bantuan Sembako (18.800.000 KPM)

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

IKK 1.1 Capaian Kinerja  :  100%
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Penyaluran Program Bantuan Sosial Sembako Periode

Oktober, November dan Desember Tahun 2022 per tanggal

31 Desember 2022 berhasil salur berjumlah 18.790.332 KPM

sesuai Berita Acara Rekon Periode Oktober, November, dan

Desember Tahun 2022.

n = Jumlah KPM Penerima Program Sembako yang mendapatkan Bantuan
Sosial Tepat Nilai ( 18.790.332 KPM)

T =  Jumlah Target KPM yang mendapatkan Bantuan Sembako (18.800.000
KPM)

METODE

Penyaluran bantuan sosial sembako bulan September

s.d Desember 2022 disalurkan secara tunai oleh Pos

Penyalur

Rekonsiliasi dilakukan oleh stakeholders (Direktorat

Pemberdayaan Kelompok Rentan, Sekretariat Ditjen

Pemberdayaan Sosial, mitra penyalur, Inspektorat

Jenderal, dan Staf Khusus Menteri yang dilaksanakan

setelah 30 hari masa penyaluran.

NILAI BANTUAN

Keberhasilan tepat nilai penyaluran bansos

merupakan kesesuaian antara jumlah

nominal penyaluran dengan data salur KPM

Nilai bantuan sosial program sembako

sejumlah Rp 200.000,- setiap bulan atau

sesuai dengan kebijakan pemerintah

Penghitungan Realisasi = n / T x 100%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

IKK 1.2 Capaian Kinerja  :  100%
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Per tanggal 31 Desember 2022 KPM yang berhasil transaksi

sebanyak 18.496.511 KPM sesuai Berita Acara Rekon

Penyaluran Program Sembako Periode Oktober,

November, dan Desember Tahun 2022.

n = Jumlah KPM Penerima Program Sembako yang mendapatkan Bantuan
Sosial Tepat Waktu (18.496.511 KPM)

T =  Jumlah Target KPM yang mendapatkan Bantuan Sembako (18.800.000
KPM)

METODE

Penyaluran dana bantuan sosial sembako

dilakukan pemindahbukuan oleh BNI  melalui

RPL (Rekening Penampungan Lainnya) ke

rekening PT Pos Indonesia (Persero) melalui surat

Instruksi yang dikeluarkan Direktorat

Pemberdayaan Kelompok Rentan berdasarkan

Surat Perintah Pencairan Dana / SP2D.

TARGET

Waktu penyaluran bantuan sosial sembako

bulan September s.d Desember 2022

dilaksanakan setiap bulannya melalui DIPA

Direktorat Pemberdayaan Kelompok

Rentan TA 2022.

Penghitungan Realisasi = n / T x 100%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

IKK 1.3 Capaian Kinerja  :  99.38%
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F A K T O R
P E N D U K U N G

F A K T O R
P E N G H A M B A T

Mitra penyalur, yakni PT Pos Indonesia mampu

melakukan proses pendistribusian bantuan yang

dilaksanakan di berbagai kota di seluruh Indonesia

adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengani

perangkat daerah, komunitas-komunitas  sehingga

mengoptimalkan jangkauan penyaluran ke lokasi-lokasi

penerima bantuan.

K e b i j a k a n  v a k s i n  o l e h  p e m e r i n t a h
K P M  t i d a k  d i t e m u k a n
K P M  d i  l u a r  k o t a
K P M  d i b a w a h  u m u r
K P M  k e  l u a r  n e g e r i
K P M  m a m p u  a t a s  i n f o  P e m d a
k p m  m e n i n g g a l  K K  t u n g g a l
K P M  m e n o l a k K P M  p i n d a h  a l a m a t
K P M  P N S ,  P o l r i ,  D P R ,  P e m d a
K P M  s u d a h  d a p a t  B L T

B e r d a s a r k a n  B e r i t a  A c a r a  R e k o n s i l i a s i  d e n g a n  P T
P o s ,  t e r d a p a t  b e b e r a p a  k e n d a l a  b a n t u a n  s o s i a l
k e p a d a  m a s y a r a k a t ,  s e b a g a i  b e r i k u t :
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TARGET

Keluarga Penerima manfaat bantuan sosial

sembako yang memanfaatkan bantuan

untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam

pemenuhan gizi

METODE

IKK 1.4 Capaian Kinerja  :   88,64%

Mekanisme penyaluran bantuan untuk memastikan

KPM membelanjakan bahan pangan, telah dituangkan

dalam Juknis Pelaksanaan Program Sembako No

120/5/HK.01/8/2022 huruf F, bahwa dalam hal pembelian

barang KPM penerima bantuan sosial program

sembako harus mempergunakan bantuan untuk

membeli barang berupa bahan pangan.

Pelaksanaan Monev telah dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan

Kelompok Rentan yang dilaksanakan pada akhir bulan Oktober dengan

jumlah 352 responden KPM penerima bansos sembako pada 26 Provinsi

di 34 Kab/Kota untuk mengetahui sejauh mana proses dan hasil

kegiatan penyaluran bantuan sosial Sembako.
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Penghitungan sampel diambil berdasarkan metode Krecjie & Morgan 




512
KPM

Identitas Responden
Berdasarkan hasil Monev dan pengujian

sementara yang dilaksanakan sampai

dengan akhir bulan Februari 2023

kepada KPM penerima bansos sembako

pada 26 Provinsi di 34 Kab/Kota untuk

mengetahui sejauh mana proses dan

hasil kegiatan penyaluran bantuan sosial

Sembako tahun 2022.

Sebaran
Responden

Sumber: Laporan Hasil Monev
Dit. PKR Th. 2023



D A T A  R E S P O N D E N
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n = Jumlah responden yang membelanjakan sembako berdasarkan hasil
monev (509 KPM)

T =  Jumlah Target KPM yang mendapatkan Bantuan Sembako (580 KPM)
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Dari grafik diatas, diketahui bahwa 509 dari 512 KPM (99,4%) responden 

 menyatakan  jenis komuditas yang dibeli oleh KPM  adalah berupa 

 karbohidrat, protein hewani, prrotein nabati, vitamin, dan mineral yang

meliputi; beras, ikan, daging, sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan. 

Penghitungan Realisasi = n / T x 100%

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Responden lainnya membelanjakan bantuan sosial untuk membeli

salah satu dari komoditas, seperti karbohidrat saja (beras/sejenisnya),

karbohidrat dan protein hewani saja, karbohidrat dan protein nabati

saja.

Pemanfaatan bantuan bansos dalam pemenuhan kebutuhan pangan

dan gizi dapat dilihat gambar berikut:






PEMANFAATAN PROGRAM BANSOS SEMBAKO

Tantangan yang dihadapi untuk
mengetahui pembelian bantuan
sosial agar tepat manfaat adalah
belum adanya pendampingan
dan pemahaman KPM mengenai
apa saja bahan yang harus dibeli
KPM untuk memenuhi
kebutuhan akan gizinya.

Sehingga diperlukan adanya
pendampingan oleh pendamping
sosial atau sosialisasi agar KPM
memahami dan mengutamakan
pembelian bansos yang sesuai.
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Keluarga Penerima Manfaat bantuan
sosial sembako yang memanfaatkan
bantuan untuk memenuhi kebutuhan
pangan dalam pemenuhan gizi yakni
penggunaan pembelian bansos sembako
untuk  bahan pangan yang memiliki
kandungan sebagai berikut: 

karbohidrat, meliputi beras,
sagu, kentang, jagung,
singkong atau bahan pangan
karbohidrat lainnya
protein hewani, meliputi
daging, telur, ikan, ayam atau
bahan pangan hewani lainnya
protein nabati, meliputi
kacang-kacangan, tempe,
tahun, atau bahan pangan
protein nabati lainnya
vitamin dan mineral, meliputi
sayuran dan/atau buah-buahan 

:
1.

2.

3.

4.

Sumber: Keputusan Direktur
Jenderal Pemberdayaan Sosial
Nomor 120/5/hk.01/8/2022
tentang Petunnjuk Teknis
Pelaksanaan Program
Sembako



C A P A I A N  K I N E R J A
O R G A N I S A S I

SASARAN KINERJA 2

Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Layanan

Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

 NILAI KINERJA ANGGARAN (SMART)

Target

Realisasi
Capaian Kinerja

87
97,99
112 %

IKK 2.1

 yang diukur dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

NILAI AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT
PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN

Target
Realisasi
Capaian Kinerja

77
N.A
N.A   

IKK 2.2
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Metode 

Metode

Aplikasi SMART Kemenkeu digunakan sebagai tools untuk
melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek
Implementasi, Aspek Manfaat dan Aspek Konteks. Aplikasi dengan
sistem web-based ini digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian
negara/lembaga (tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan tingkat
Kementerian Negara/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran
yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan.

Nilai akuntabilitas kinerja
merupakan cerminan
tingkat akuntabilitas
instansi pemerintah dalam
mempertanggungjawabkan
hasil atau manfaat dari
seluruh penggunaan
anggaran negara secara
efektif, efisien dan ekominis. 

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Penghitungan Realisasi = n / T x 100%

n = Nilai SMART adalah Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu
Kementerian Keuangan (97,99) )

T =  Jumlah Nilai yang ditargetkan (87)

Dari Tabel di atas,  Nilai Kinerja Anggaran (SMART)  Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial adalah 97,99. Sehingga capaian kinerja adalah
112%

Sumber: Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial

IKK. 2.1

IKK 2.2

Untuk mencapai nilai akuntabilitas kinerja
Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
yang akuntabel harus memenuhi beberapa hal:

a. merencanakan target kinerja.
b. menyelaraskan apa yang akan dikerjakan 

 dengan target kinerja.
c. menyelaraskan apa yang dianggarkan

dengan apa yang akan dikerjakan.
d. mengerjakan kegiatan sesuai dengan

rencana kerja
d. melaporkan capaian kinerja selaras dengan

apa yang telah dilaksanakan dan yang
direncanakan sebelumnya.
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ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dokumen
Pendukung
SAKIP

Penghitungan Realisasi = n / T x 100%

n = Nilai SAKIP (---------) )
T =  Jumlah Nilai yang ditargetkan (77)

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (SAKIP) belum bisa didapatkan
karena Direktorat Pemberdayaan Kelompok
Rentan merupakan Direktorat baru yang ada
pada bulan September 2022, sehingga baru
akan dinilai periode tahun depan.

IKK 2.2

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

LAPORAN KINERJA (LAKIN)

PERJANJIAN KINERJA (PK)

RENCANA AKSI (RENAKSI)

PENGUKURAN KINERJA
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NILAI KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP
LAYANAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
KELOMPOK RENTAN

Target
Realisasi
Capaian Kinerja

90
92,26
102,5%

IKK 3.1

SASARAN KINERJA 3

Meningkatnya Kepuasan Stakeholder

terhadap layanan Direktorat
Pemberdayaan Kelompok Rentan

 yang diukur dari  Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berikut:

PENGAMBILAN DATA SURVEY
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Hasil survey
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Hasil survey
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Hasil survey
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Nilai survey kepuasan layanan stakeholder adalah 92,26 atau kategori
Sangat Baik. Nilai tertinggi diperoleh dari unsur keramahan dan kesopanan
petugas serta bebas pungutan dan gratifikasi. Unsur-unsur lain secara garis
besar juga mendapatkan nilai yang sangat baik dengan rata-rata nilai diatas
90. 

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kepuasan Stakeholder Tahun 2022
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Layanan Direktorat
Pemberdayaan Kelompok Rentan per unsur tahun 2022 diperoleh

hasil sebagai berikut: 



CAPAIANCAPAIAN
KINERJAKINERJA
LAINNYALAINNYA

20
22

20
22



2022

BANTUAN SOSIAL

BANTUAN LANGSUNG
TUNAI BAHAN BAKAR
MINYAK (BLT BBM)



BANTUAN LANGSUNG TUNAI 
BAHAN BAKAR MINYAK (BLT BBM)

 Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) merupakan

subsidi untuk masyarakat yang diberikan setelah pemerintah

menaikan harga Pertalite. Adanya kebijakan pelaksanaan bantuan

sosial BLT BBM bertujuan meringankan beban ekonomi dan menjaga

daya beli rumah tangga miskin atau rentan sebagai dampak

naiknya harga BBM.

LATAR BELAKANG

SASARAN

BLT BBM diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu dan

dilaksanakan di 34 Provinsi dengan 514 kabupaten/kota berasal

dari KPM Program Sembako, Program Keluarga Harapan dan KPM

Program Keluarga Harapan non penerima bantuan program

sembako yang bersumber dari DTKS yang dikelola oleh Pusat Data

dan Informasi Kesejahteraan Sosial

MEKANISME

Penyaluran Bansos dilakukan secara tunai

melalui PT Pos Indonesia, melalui 2 kali

penyaluran, yaitu:

Tahap 1: September & Oktober

Tahap 2: November & Desember
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BESARAN BANTUAN

Nilai bantuan BLT BBM sejumlah Rp 150.000/KPM/bulan

selama 4 bulan yaitu pada bulan Sepetember, Oktober,

November dan Desember

PEMANFAATAN

Bantuan BLT BBM dapat dipergunakan untuk pembelian bahan

pangan serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan oleh

masyarakat

REALISASI

Per  data Februari 2023

sukses salur BLT BBM

sebanyak 20.650.000 KPM

(100%).



BANTUAN SOSIAL
SEMBAKO ADAPTIF 

Dalam rangka memberikan penguatan perlindungan sosial dan
pemberian bantuan sembako adaptif dan spesifik maka Pemerintah
Pusat melalui Kementerian Sosial mengambil kebijakan untuk
menyalurkan bantuan sembako adaptif dan spesifik berupa barang
kepada masyarakat terdampak bencana yang akan difokuskan
pada lokasi yang mengalami dampak bencana baik yang sudah
terdata dalam DTKS maupun belum terdata dalam DTKS.

Latar Belakang

Tujuan

Mengefektifkan anggaran biaya jasa salur bantuan sosial sembako
yang belum terealisasi. Pemberian bantuan didasarkan atas data
masyarakat/keluarga terdampak bencana sebagai penerima bantuan
berupa barang atas laporan pemerintah daerah maupun hasil
asesment  di lapangan.

Penyaluran bantuan sembako non reguler ini merupakan bantuan
langsung berupa barang yang akan disediakan melalui petugas
lapangan yang ditunjuk secara langsung sebagai  asesment awal
untuk langkah penanganan kedaruratan saat terjadi bencana di
wilayah/lokasi terdampak.  

Nilai Bantuan

Besaran senilai Rp 200.000,- diberikan kepada keluarga
terdampak bencana sebanyak 26.177 Keluarga Penerima Manfaat
(KPM), 
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SASARAN

Keluarga kelompok rentan
mel iput i  bayi ,  bal i ta,  anak,
ibu hami l  atau menyusui ,

d isabi l i tas,  orang saki t  dan
lanjut  usia,  Yat im Piatu

(YAPI) ,  korban bencana alam
non alam dan bencana sosia l
yang memi l ik i  res iko sosia l  

Pember ian bantuan
didasarkan atas data
masyarakat /keluarga

terdampak bencana/KPM
dalam si tuasi

khusus/musibah sebagai
pener ima bantuan berupa
uang tunai  yang diber ikan
melalu i  PT.  Pos Indonesia

MEKANISME

Penyaluran Bantuan Sembako
Adapt i f  bagi  kelompok Rentan
Tahun 2022 sebanyak 15.945

KPM (60.9%)

REALISASI
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Anggaran Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
awalnya sebesar Rp 14.742.125.743.000, kemudian
mengalami revisi untuk penambahan biaya bansos dan
distribusi BLT BBM sebesar 12.962.005.000.000 menjadi
27.704.130.743.000

REALISASI ANGGARAN 

PAGU

REALISASI

CAPAIAN ANGGARAN

Rp 28.191.006.288.000

Rp 28.047.596.940.329

99.49%

Anggaran Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan
Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dalam rangka biaya distribusi untuk 83 kab/kota yang
belum memiliki infrastruktur penyaluran bantuan
sosial secara non tunai, melalui penambahan anggaran
sebesar 486.875.545.000 sehingga menjadi Rp
28.191.006.288.000
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ANALISIS EFISIENSI
PENGGUNAAN ANGGARAN

Nilai efisiensi anggaran tahun 2022 adalah 99,49%,
maka realisasi anggaran penyelenggaran
program sembako adalah efisien.

Penyaluran Bantuan Sosial Sembako yang terkait
dengan jasa distribusi bantuan sosial sembako
dianggarkan sebesar Rp 56.673.731.000, dan yang
terealisasi adalah sebesar Rp 35.402.495.625
dengan persentase sebesar 62,47%. Hal ini
mendukung tercapainya efisiensi anggaran.

Penyaluran bantuan BLT BBM yang dilakukan
secara bersamaan dengan penyaluran bantuan
sembako juga merupakan cara untuk  mendukung
tercapainya anggaran yang ekonomis.
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PENUTUP
BAB IV



KESIMPULAN

Beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Direktorat
Pemberdayaan Kelompok Rentan, namun dalam
pelaksanaannya juga ditemui beberapa dinamika
tantangan. Untuk itu, Direktorat Pemberdayaan Kelompok
Rentan harus mampu beradaptasi memberikan
pelayanan yang terbaik dengan terus berupaya
meningkatkan kinerjanya dalam memberikan kontribusi
bagi peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian
Sosial.

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Kelompok
Rentan Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan
informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian
kinerja dan strategi organisasi dalam mendukung tujuan
organisasi. 

Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi
dalam meningkatkan capaian kinerja, sehingga pelayanan
publik menjadi lebih baik lagi.

TINDAK LANJUT
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memperkuat sinergi antar satuan kerja, mitra dan
seluruh stakeholder 
penguatan database dengan optimalisasi teknologi
informasi untuk menunjang tugas dan fungsi
penguatan kapasitas pegawai Direktorat
Pemberdayaan Kelompok Rentan
penetapan taret kinerja yang berorientasi pada
outcome atau impact

Langkah perbaikan yang akan ditempuh Direktorat
Pemberdayaan Kelompok Rentan pada tahun berikutnya
adalah:



L A M P I R A NLAMPIRAN
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